MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREEONCOMIAR
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM

NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG

TiM TEKNIS DEWAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANCAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM,

g

Menimbang : a. bahwa dalam rengka mendukung pelalanasn tugas
Dewan Kawasan Perdagsrigan Bebas dan Pelabuhan Bebas ¥
Batars dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Eeputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentsng Dewarn
Kawasan Perdagangan Bebasg dan Pelabuhen Bebas Batam,
periu membentuk Tim Teknis Dewan Kewsaan Perdagangan
Bebas dan Pelabuban Bebas Batam,

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dinaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Keputussn Menien
Roordinator Bidang Perekoriomian Selaku Ketus Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelebuhan Bebas Batam
tentang Tim Teknir Dewan Kawasan Perdagangen Bebas
dan Pelabwhan Bebas Batam:

Mengingat : 1. Peraturan Presiden WNomor 7 Tahun 2015 tentarig
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Repubiik
indonesis Tahun 2015 Nomor 8j;

2. Peraturan  Presiden Nomer & Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinstor Bidang Perekonomiss {Lembaran
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3. keputusan Presiden Nomor 79/ P taban 20615;
4. Heputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI HOORDINATOR BIDARNG
PEREKONOMIAN BELAKU KETUA DEWAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS TENTANG
TIM TEKNIS DEWAN XAWASAN PERDAGANCAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEHAS BATAM.

4 - Pasal 1
Membentuk Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuban Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Tim
Teknis.

Paegpl 3

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memplinyal

iugas scbhagai berilcat:

a.  membaniu Uewan Kawssan Perdagengan Hebas dan
Pelabuhan Bebas Hainm  dalam  merumuskan
kebijaksanaan  umum, membing, mengawasi, dam
mengoordinaskan  Badan  Pengusshasn  Kawssan
Perdagangan Bebas dan Pelsbuhan HBebas Batam; dan

b melaksanakan tugas terkait loinnys vang diberikan oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selalki Ketus

Dewan Kawasan Perdagenpsn Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam,
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Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimans dimaksud

dalam Pasal 1, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinstor Bideng
Perekonomiian;
Anggota : 1. Direktur Jenderal Bea den Cukai,

o

o

14,

Kementerian Keuangan,

Direlktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Direktur Jenderal Pengadsan Tanal:,
Kementerian Agrarin dan Tata
Riang/Badan Pertanahen Nasional;
Stad Ahli Bidang Perdagangen Jasat
Kementerian Perdagangan;

Staf Ahli Bidsng Kemasyarakatan dan
Hubungan Antar Lembege, Kementerian
Dalam Negeri;

Staf Ahli Bidang Hulem dan Hubungan
internasional, Sekretariat Kabinet;
Direletriyr Tindak  Pidans  Ekonomi
Khuaua, Badan Reserse dan Krimins),
Kepoligian Negara Republik Indonesia;
Komandan Komando Resort Militer
033/ WIRAPRATAMA;

Agister Perekonomian dan
Pembangunan, Sekretariat  Daerak
Pravinsi Kepulauan Riau;

H. Taba iskandar, 8.H., M.H., M.Si,
Dewan Perwakilan Rabkyat  Daersh
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11. Kepala Badan Perencanasan
Pembangunan Daerah Kota Batam:;
Sekretaris : Kepale Bire Hukum, Persidangan, dan

Hubungan Masyarakat, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

Pagal 4

Tirn Teknis schagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam
pelaksanaan tupasnys dapat melibatkan
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,
pemerintah daerah, pemanghku kepentingan, dan pihak lain
vang dipaﬁdang perlu,

Pasal 5 1

Tim Teknis bertangpung jawab dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Menteri Koordinaior Bidang Perekonomian
Selaku  Ketua Dewsn Kawasan Perdagangsn Bebas dan
Pelabunan Hebas Batam secars berkals atau sewalktu-walktu
diperiukan,

Pasel 6

Segala biaya yang diperiukan dalam rangks pelsksanasn
tugas Tin Teknis sebagaimana dimaksud dslam Passl 1
dibebankan kepada kepada anggaran Badsn Pengusahsan
Rawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Rebas Batam
dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesusi ketentoen
peraturan perundang-undarigan.
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Pasal 7

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebss dan Pelabuhan
Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggs! ditetaplkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

tid.
DARMIN NASUTION ¢
a,lin sesuai dengan asfinya

ala Bito Hukum, Persidangan dan
Pgan Masyarakast,

etAdi, 8 H. M.S.E.
710901 1096031001



